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Kembali Mengusung Perkara Money Politik, Perselisihan Hasil
Pemilihan Rokan Hulu Diujikan

Jakarta, 18 Mei 2021 — Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan
hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (19/05) pukul 09.00 WIB
dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara
138/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh H. Hamulian, SP., dan M. Sahril Topan, ST. Permohonan
tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-
XIX/2021 yang dalam amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan
memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hasil penetapan suara oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Termohon) diduga merugikan pihak Pemohon, berdasarkan
bukti-bukti yang dimilikinya, masih terdapat pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif
dalam Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Pemohon masih
adanya mobilisasi dan pengarahan dari pihak Perusahaan yang merupakan wilayah PSU tersebut

untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Selanjutnya Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan
calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh
TPS se-Kabupaten Rokan Hulu. (MHM)
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